BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang: a. bahwa tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis

Mengingat

] 8

yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya;

bahwa untuk mengakomodir kekurangan jumlah masyarakat
miskin sebagaimna dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah
Kabupaten Bengkalis perlu mengambil kebijakan untuk
melaksanakan program beras untuk masyarakat miskin otonom
Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30
Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016
dan Surat Gubernur Riau nomor S5S00/Adm-Ek/34.01 tanggal 12
Januari 2016 tentang Pagu Raskin Kabupaten /Kota Se-Provinsi
Riau Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin
Otonom Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undane-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

b

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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(2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkalis melaporkan
pelaksanaan  Program  Raskin kepada  Bupati sebagai
penanggungjawab pelaksana Program Raskin.

(3) Tim Koordinasi Raskin membuat Laporan Akhir pelaksanaan
Program Raskin Otonom pada akhir tahun anggaran.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT
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(1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten membentuk sekretariat Unit
Pengaduan Masyarakat (UPM) dibawah koordinasi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(2) Pengaduan masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi
pelaksana Program Raskin Otonom sesuai bidang tugas dan
tanggungjawab secara berjenjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS,
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H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 4




